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BUPATI NGANJUK 

PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI NGANJUK 

NOMOR  26 TAHUN 2016 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 18 TAHUN 2016 

TENTANG TARIP PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NGANJUK 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI NGANJUK,  
 

Menimbang  : bahwa dikarenakan adanya beberapa tindakan pelayanan 
kesehatan yang belum terakomodir, maka perlu mengubah 
Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Tarip Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah 
Rumah Sakit Umum Daerah  Nganjuk dengan Peraturan 

Bupati 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan  

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang     

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400) ; 

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek 

Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4431) ; 

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 

(Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2009 Nomor 

153,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5072); 

 

B U P A T I   N G A N J U K 
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6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679 ); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601);  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum Daerah; 

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang 

Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan 

Kementrian Kesehatan; 

13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor  

582/MENKES/SK/VI/1997 tentang  Pola Tarip Rumah Sakit 

Pemerintah; 

14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

1165/MENKES/SK/X/2007  tentang Pola Tarif Rumah Sakit 

Badan Layanan Umum; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum 

Daerah Kabupaten Nganjuk; 

16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2009 tentang 

Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum 

Daerah Kabupaten Nganjuk; 

17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Tarip Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah 

Rumah Sakit Umum Daerah  Nganjuk; 
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MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 18 TAHUN 2016 
TENTANG TARIP PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN 

UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NGANJUK. 
 
Pasal  I 

Mengubah yang pertama Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Tarip Pelayanan Kesehatan Badan 

Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah  Nganjuk 

sebagai berikut : 

1. Pada Pasal 1 diubah dan diganti sehingga berbunyi  

  
Pasal 1 

Dalam  Peraturan  Bupati ini  yang dimaksud dengan : 

1. Bupati adalah  Bupati  Nganjuk. 

2. Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk yang selanjutnya 

disebut RSUD Nganjuk adalah institusi pelayanan 

kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan perorangan serta paripurna yang 

menyediakan pelayanan rawat jalan, rawat inap dan 

rawat darurat. 

3. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah 

Nganjuk. 

4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 

merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha 

maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 

Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan 

lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, 

dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, 

Koperasi, dana pensiun, persekutuan perkumpulan, 

Yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, 

atau organisasi yang sejenis, lembaga,  bentuk usaha 

tetap dan bentuk lainnya ; 

5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya 

disingkat BLUD adalah satuan Kerja Perangkat Daerah 

atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di 

lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk 

memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa 

penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa 

mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam 

melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip 

efisien dan produktifitas. 
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6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya 

disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan 

yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan 

untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat 

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 

dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai 

pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan 

daerah pada umumnya. 

7. Pelayanan Kesehatan, adalah pelayanan kesehatan 

yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan 

rehabilitatif. 

8. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang bersifat 

individu yang diberikan oleh tenaga medik dan perawat 

berupa pemeriksaan, konsultasi dan tindakan medik. 

9. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan pasien untuk 

observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, 

rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan 

lainnya dengan menginap di  Rumah Sakit. 

10. Pelayanan Rawat Intensif adalah pelayanan rawat inap 

untuk observasi yang dilaksanakan secara intensif  

terhadap pasien–pasien dengan kegawatan. 

11. Tindakan  Medik Operatif adalah tindakan yang 

dilaksanakan  oleh dokter untuk keperluan terapi 

dengan cara pembedahan/operasi dan/atau 

pertolongan persalinan, yang dilakukan di ruang 

operasi atau ruang bersalin. 

12. Tindakan Medik dan Terapi, adalah tindakan yang 

dilaksanakan oleh dokter untuk keperluan 

terapi/pengobatan, yang dilaksanakan  diluar ruang 

operasi. 

13. Tindakan Keperawatan, adalah tindakan tertentu yang 

dilaksanakan oleh tenaga perawat/bidan  terhadap 

pasien dalam rangka diagnosa dan/atau terapi. 

14. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik, adalah kegiatan 

pemeriksaan laboratorium klinik, radiodiagnostik, 

pathologi anatomi, dan elektromedik dalam rangka 

untuk menegakkan diagnosa. 

15. Tindakan kegawatdaruratan  adalah tindakan medik 

dan terapi yang harus dilakukan segera dan tidak 

dapat ditunda, untuk menyelamatkan jiwa pasien. 

16. Pelayanan kesehatan di luar jam kerja, adalah 

pelayanan kesehatan di RSUD yang dilaksanakan di 

luar jam kerja  pelayanan yang telah ditetapkan oleh 

Direktur RSUD dengan persetujuan dan/atau atas 

permintaan pasien atau keluarganya.   

 

 



 5 

17. Pelayanan kesehatan lapangan adalah pelayanan 

kesehatan masal atau kelompok yang diselenggarakan 

dalam rangka memenuhi permintaan organisasi 

kemasyarakatan atau badan tertentu. 

18. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental 

adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam 

bentuk fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, 

ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa 

psikologi serta rehabilitasi lainnya. 

19. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan 

paripurna meliputi upaya penyembuhan dan 

pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan 

penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan 

gigi dan mulut pada pasien di Rumah Sakit. 

20. Pengujian Kesehatan adalah pemeriksaan kesehatan 

yang dilaksanakan oleh dokter umum ataupun oleh 

dokter spesialis untuk kepentingan tertentu dan/atau 

dalam rangka general check up. 

21. Pelayanan general check up adalah pelayanan 

kesehatan meliputi pemeriksaan fisik-diagnostik dan 

penunjang medik khusus untuk memperoleh gambaran 

status kesehatan seseorang dan tarip disesuaikan 

dengan pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan 

permintaan. 

22. Pelayanan konsultasi adalah pelayanan advice (saran) 

dan pertimbangan dalam bidang tertentu oleh tenaga 

kesehatan yang berkompeten dalam bidangnya 

terhadap kondisi pasien untuk proses diagnosis, terapi, 

rehabilitasi medic dan pelayanan kesehatan lainnya. 

23. Visite adalah kunjungan tenaga medik di ruang 

perawatan dalam rangka memberikan asuhan medik 

dan terapi baik atas indikasi medis maupun atas dasar 

permintaan konsultasi pasien dan/atau tenaga medis 

lain (visite bersama) 

24. Rekam Medik adalah dokumen rawat jalan, rawat 

darurat dan/atau  rawat inap yang berisi data 

demografi dan data kesehatan  pasien. 

25.  Tarif adalah  sebagian atau seluruh biaya 

penyelenggaraan  kegiatan pelayanan di rumah sakit, 

yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan atas 

jasa pelayanan yang diterima 

26. Wajib tarif pelayanan kesehatan adalah orang pribadi 

atau badan yang menurut Peraturan perundang-

undangan wajib melakukan pembayaran biaya 

pelayanan kesehatan. 
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27. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah yang 

dilaksanakan oleh RSUD berupa pelayanan kesehatan 

maupun non kesehatan yang menyebabkan barang, 

fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat 

dinikmati orang pribadi atau badan. 

28. Jasa Pelayanan, adalah imbalan jasa yang diterima 

oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan 

kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, 

pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik 

dan/atau pelayanan lainnya.  

29. Jasa sarana, adalah imbalan yang diterima oleh Rumah 

Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, 

obat-obatan dasar, bahan kimia dan alat kesehatan 

pakai habis dasar yang digunakan langsung dalam 

rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi 

medik dan/atau pelayanan lainnya. 

30. Dokter spesialis konsultan tamu adalah dokter 

spesialis yang status kepegawaiannya di luar RSUD 

yang diberikan ijin khusus atas perjanjian kerjasama 

untuk melaksanakan pelayanan di RSUD.  

31. Tarif kamar adalah penggunaan fasilitas ruang rawat 

inap di RSUD. 

32. Tarif makan, adalah pengganti biaya pelayanan makan 

pasien yang disediakan oleh RSUD sesuai kebutuhan 

diet dan nutrisi yang ditetapkan untuk menunjang 

proses kesembuhan pasien; 

33. Kerja Sama Operasional (KSO) adalah bentuk perikatan 

kerja sama penyediaan sarana dan prasarana dalam 

menunjang  pelayanan di RSUD;  

34. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai 

penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang 

yang menggunakan atau mendapat pelayanan di 

Rumah Sakit; 

35. Surat Tagihan Retribusi (STR) adalah surat untuk 

melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi 

administrasi ;  

36. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk 

kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana 

lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang 

tidak perlu dibayar kembali; 

37. Ruang Isolasi adalah pelayanan rawat inap untuk 

kasus-kasus penyakit yang berpotensi menular secara 

masal dan termasuk kasus penyakit yang berbahaya 

dan perlu karantina khusus. 

2. Pada lampirannya diubah sebagaimana tercantum dalam 

lampiran Peraturan Bupati ini. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati  ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk 

 

  Ditetapkan di    Nganjuk 
 pada tanggal 17 Oktober 2016  

 
BUPATI NGANJUK, 

ttd 
 

TAUFIQURRAHMAN 
Diundangkan di Nganjuk 
pada tanggal 17 Oktober 2016 

Plt. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN NGANJUK  

Staf Ahli Gubernur Jawa Timur 
Bidang Pembangunan 

            ttd  
AGUS WAHYUDI, SH, M.Si 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19600810 198509 1 003 
        

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2016 NOMOR 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
     KEPALA BAGIAN HUKUM 

 
ttd 

 

 ELLY HERNATIAS, SH, MM 
         Pembina Tingkat I 

        NIP. 19661107 199403 1 005  
 

 
 
 
 

Disalin sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

 
 

 
                SUWONDO, SH, SP 
                Pembina 

                NIP. 19600902 199103 1 005 


